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PANSUS DPRD KOTAYOGYA FOKUSKAN PENCERMATAN

Penyesuaian Retribusi Sampah Jangan Bebani Warga

Wakil Ketua Pansus

Perubahan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

DPRD Kota Yogya Nur-

cahyo Nugroho, meng-

ungkapkan besaran tarif

pemungutan retribusi

sampah non komersil je-

nis layanan rumah tang-

ga termasuk yang dise-

suaikan. 

Dua faktor yang mem-

pengaruhi yaitu peruba-

han penentuan tarif re-

tribusi berdasarkan bo-

bot atau per kilogram,

dan keharusan warga

membuang sampah me-

lalui transporter atau

penggerobak. Skema

penghitungan per kilo-

gram dalam penetapan

retribusi sampah ber-

dampak pada kenaikan

tarif yang harus ditang-

gung warga. 

"Bila diterapkan re-

tribusi per kilogram

harap dikaji lagi agar ti-

dak memberatkan ma-

syarakat," terangnya,

Kamis (6/2).

Pemungutan retribusi

sampah terutama non

komersil jenis layanan

rumah tangga sebelum-

nya dapat dibuang di de-

po. Retribusi pemba-

yaran per bulan dengan

kategori besar Rp 15.000,

kategori sedang Rp

10.000,  kategori kecil Rp

5.000, serta kategori

mikro Rp 3.000. Melalui

perubahan tarif dalam

raperda tersebut maka

dikenakan retribusi sebe-

sar Rp 500 per kilogram

untuk sampah tercampur

dan Rp 100 per kilogram

untuk sampah terpilah.

"Sebagai utusan fraksi

kami maka meminta

agar eksekutif melaku-

kan perhitungan ulang

terkait rencana tarif

tersebut agar tidak mem-

beratkan warga," imbuh

politisi PKS itu.

Pihaknya juga membe-

rikan catatan sosialisasi

terkait tata cara pemila-

han sampah yang sampai

saat ini belum dilak-

sanakan secara masif.

Apalagi saat ini beredar

informasi bahwa mulai 1

Maret 2025 warga tidak

dibolehkan lagi mem-

buang sampah di depo.

Depo sampah hanya

akan menerima sampah

dari transporter. Bahkan

setiap kelurahan wajib

menjembatani warga

yang belum berlang-

ganan penggerobak.

Sehingga masyarakat

akan terbebani dengan

dua pungutan yakni re-

tribusi sampah sesuai de-

ngan berat yang dititip-

kan kepada penggerobak

serta jasa penggerobak

yang sampai saat ini be-

lum ada standarisasi bi-

aya.

Nurcahyo kembali

menegaskan dalam pe-

mandangan umum Faksi

PKS merekomendasikan

agar kebijakan tersebut

dapat ditinjau ulang. Hal

itu mengingat waktu

yang cukup singkat serta

kurangnya sosialisasi

serta ujicoba secara masif

di masyarakat. "Jika

belum ada langkah yang

jelas dalam penanganan

dan masih menimbulkan

kegaduhan di masyara-

kat, maka Fraksi PKS

merekomendasikan un-

tuk tidak memungut re-

tribusi sampah rumah

tangga non komersial

berdasarkan berat sam-

pah sampai permasalah-

an sampah di Kota Yogya

dapat teratasi. Sehingga

masih tetap berdasarkan

tarif lama," urainya.

Sementara Ketua

Pansus Raperda

Perubahan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah

DPRD Kota Yogya Kris-

nadi Setyawan, mengata-

kan pihaknya masih

dalam tahap pencer-

matan materi. Pansus te-

ngah melakukan ekspos

bersama Dinas Ling-

kungan Hidup terkait pe-

ngelolaan sampah. Me-

nurutnya, kesepakatan

jasa pungutan sampah

selama ini disepakati

oleh masyarakat dan ti-

dak ditentukan oleh pe-

merintah. 

"Maka kami masih me-

nunggu dari Pemkot agar

dilakukan harmonisasi

terkait mekanisme tarif

berbasis wilayah dan ren-

cana dari pemerintah,"

ujarnya.

Menanggapi hal itu

Penjabat (Pj) Walikota

Yogya Sugeng Purwanto,

mengaku draft raperda

tersebut masih akan ada

proses pembahasan men-

dalam antara eksekutif

dan pansus. Pihaknya ju-

ga memastikan payung

hukum yang diusulkan-

nya menjunjung tinggi

nilai keadilan serta dis-

esuaikan dengan kondisi

di lapangan. 

"Pemerintah tetap

menjalankan fungsi pela-

yanan masyarakat. Saya

kira tidak akan mungkin

lah merugikan masyara-

kat," tegasnya.     (Dhi)-f

YOGYA (KR) - Undang
Undang Badan Usaha Milik
Negara (UU BUMN) yang
baru resmi melahirkan
Badan Pengelola Investasi
Danantara. Badan super
holding itu memang belum
beroperasi karena menung-
gu aturan turunannya.
Meski demikian, Anggota
Panja RUU BUMN Subardi
menegaskan tidak ada ben-
turan kewenangan antara
Kementerian BUMN de-
ngan Danantara. ”Tidak ada
benturan kewenangan. Ma-
sing-masing kewenangan
diatur tegas dalam undang-
undang,” kata Subardi,
Kamis (6/2)

Menurut legislator dari
Fraksi NasDem itu, pem-
bentukan Danantara akan
mengurangi konflik kepen-
tingan melalui pemisahan
yang tegas antara fungsi
regulasi dan operasional-
isasi BUMN. Sebelumnya
perusahaan BUMN secara
tanggung jawab keuangan
negara berada di Kemen-
terian Keuangan, sedang-
kan kuasa pengelolaan ber-

ada di Kementerian BUMN.
Kini, Kementerian BUMN
dan BPI Danantara ditetap-
kan sebagai pemilik seluruh
perusahaan BUMN. Secara
kewenangan, Kementerian
BUMN akan menjadi regu-
lator dan BPI Danantara
menjadi eksekutor.

”Justru adanya Danan-
tara akan membuat BUMN
lebih lincah. Menteri BUMN
sebagai regulator bertugas
menetapkan kebijakan, pe-
ngaturan, membina, meng-
koordinasikan, dan men-
gawasi pengelolaan BUMN.
Selanjutnya Danantara

yang akan mengeksekusi
desain restrukturisasi
BUMN, seperti pemben-
tukan, penggabungan, pele-
buran, pengambilalihan dan
pemisahan BUMN,” ucap
Subardi.

Pembentukan BPI Da-
nantara merupakan strategi
jangka panjang. Subardi ju-
ga meyakini Danantara me-
miliki potensi besar untuk
mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional hingga 8
persen. Berdasarkan Pasal
3E ñ 3AA UU BUMN yang
baru, Danantara berperan
sebagai Holding Opera-

sional dan Bisnis BUMN.
Danantara juga dapat be-
kerja sama dengan investor
luar negeri sehingga akan
menambah aset BUMN un-
tuk pengembangan bisnis
atau pembiayaan. 

Selain aspek holdingisasi,
UU BUMN mengatur pe-
rubahan mekanisme se-
toran dividen BUMN. Da-
nantara akan mengelola
aset-aset BUMN untuk diin-
vestasikan menjadi nilai
tambah. Dengan mening-
katnya investasi, per-
modalan BUMN akan lebih
kuat. Model operasional ini
mirip dengan Temasek
Holdings di Singapura. Di
Tamasek, aset perusahaan
negara dikelola oleh badan
khusus untuk memperoleh
laba.

”Bila sebelumnya dividen
langsung disetorkan ke
Kementerian Keuangan
dan masuk ke kas negara,
kini dividen tersebut akan di-
alihkan ke Danantara untuk
dikelola lagi menjadi nilai
tambah,” tutup Anggota
Komisi VI itu.                     (*)-f

YOGYA (KR) - Panitia khusus (pansus)
DPRD Kota Yogya fokus melakukan pencer-
matan atas draf Raperda Perubahan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu-
nya menyangkut penyesuaian tarif retribusi
sampah agar jangan sampai membebani
warga.

Subardi: Kementerian BUMN dan Danantara Akan Selaras

KR - Istimewa
Anggota Panja RUU BUMN Subardi.


